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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan dan dampak implementasi e-government di
Indonesia melalui analisis bibliometrik, dengan fokus pada pengembangan kajian administrasi publik. Metode penelitian
ini menggunakan analisis bibliometrik dengan fokus pada evaluasi literatur terkait e-government di Indonesia. Pencarian
dilakukan di database Scopus dengan kata kunci "E-government" dan "Indonesia", menghasilkan 93 dokumen relevan.
Data tersebut diproses menggunakan alat analisis Vosviewer untuk pemetaan tren penelitian dan hubungan antar topik.
Temuan studi ini menemukan bahwa penelitian terkait e-government di Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dan
meningkatnya minat dalam memperkuat infrastruktur dan layanan publik digital. Faktor kunci dalam implementasi e-
government mencakup kepemimpinan politik yang kuat dan penyesuaian dengan harapan masyarakat, sementara fokus
pada tema implementasi e-government dan website pemerintah tetap penting untuk penelitian mendatang guna
memahami tantangan dan strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian lanjutan di bidang ini diharapkan tidak
hanya akan memperkuat pemahaman tentang implementasi e-government dan pelayanan publik di Indonesia, tetapi juga
akan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kajian administrasi publik yang lebih holistik dan
berkelanjutan ke depannya.

Kata kunci: E-government, Layanan Publik, Administrasi Publik, Kepemimpinan Politik

Abstract: The purpose of this research is to evaluate the development and impact of e-
government implementation in Indonesia through bibliometric analysis, focusing on the
development of public administration studies. This research method uses bibliometric
analysis with a focus on evaluating the literature related to e-government in Indonesia. A
search was conducted in the Scopus database with the keywords "E-government” and
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Pendahuluan

E-government, atau pemerintahan elektronik, telah diadopsi di banyak negara
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik
(Justice et al., 2006; Pribadi, 2021; Sarkar & Das, 2022). Melalui penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan secara online,
seperti pembayaran pajak, pendaftaran bisnis, dan layanan kesehatan, yang memudahkan
interaksi antara pemerintah dan warga negara. Implementasi e-government juga
membantu dalam meminimalisir birokrasi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan
partisipasi publik dalam proses pemerintahan (Ibrahim et al., 2023). Negara-negara seperti
Estonia, Singapura, dan Korea Selatan menjadi contoh sukses penerapan e-government,
menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan tata
kelola pemerintahan (Burdenko & Bykasova, 2023; Espinosa & Pino, 2024; Kim & Lee, 2024).

Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, e-government juga berkontribusi
pada penghematan biaya operasional bagi pemerintah dan masyarakat (Abualese et al.,
2019; Bosio et al., 2023). Dengan mengurangi kebutuhan untuk proses manual dan kertas,
e-government membantu menurunkan biaya administrasi dan mempercepat waktu
pelayanan. Misalnya, layanan digital memungkinkan warga untuk mengurus dokumen
resmi atau membayar tagihan tanpa harus mengunjungi kantor pemerintahan secara fisik,
yang menghemat waktu dan biaya transportasi. Selain itu, e-government mendukung
keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan energi. Pada skala
yang lebih besar, integrasi sistem digital di berbagai lembaga pemerintahan memungkinkan
pertukaran data yang lebih efektif, mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik
berdasarkan data yang akurat dan real-time (Mellouli et al., 2023; Zioto et al., 2022).

Indonesia juga telah mengadopsi e-government sebagai bagian dari upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (Huda & Yunas,
2016; Roziqgin et al., 2022; Sijabat, 2020). Melalui berbagai inisiatif seperti Smart City dan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia berkomitmen untuk
mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses administrasi pemerintahan (Pratiwi,
2020; Rifaid et al., 2023). Implementasi ini terlihat dalam berbagai layanan seperti e-KTP,
layanan pajak online, serta portal pelayanan publik yang memudahkan masyarakat untuk
mengakses informasi dan layanan pemerintahan secara digital. Adopsi e-government di
Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan
mempercepat proses administrasi, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas
pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah Indonesia terus memperluas cakupan dan kualitas layanan e-
government dengan mengembangkan berbagai aplikasi dan platform digital. Misalnya,
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aplikasi "Lapor!" memungkinkan warga untuk menyampaikan keluhan dan saran terkait
pelayanan publik secara langsung kepada instansi terkait, meningkatkan partisipasi dan
responsivitas pemerintah (Pratama et al., 2023). Di bidang kesehatan, aplikasi seperti
"PeduliLindungi" telah membantu dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan
menyediakan informasi terkini dan pelacakan kontak (Pamungkas et al., 2023). Di tingkat
daerah, banyak pemerintah provinsi dan kota juga meluncurkan portal layanan online
untuk administrasi lokal, yang semakin memperluas akses warga terhadap layanan publik
(Baharuddin, Qodir, et al., 2022; Machmud et al., 2020). Dengan langkah-langkah ini,
Indonesia tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat
hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui interaksi yang lebih terbuka dan
responsif.

Implementasi e-government di Indonesia telah menjadi salah satu fokus utama
dalam upaya modernisasi administrasi publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan kualitas layanan publik. E-government, sebagai salah satu bentuk
penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, menawarkan
berbagai peluang untuk memperbaiki kinerja administrasi publik melalui otomatisasi
proses, pengurangan birokrasi, dan peningkatan akses informasi bagi masyarakat.
Implementasi e-government tidak hanya membuka peluang untuk transformasi
administrasi publik, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk pemerintah Indonesia
meningkatkan hubungan dengan masyarakatnya melalui layanan yang lebih efektif dan
akses yang lebih mudah. Dengan terus mendorong pengembangan dan adopsi teknologi
informasi dan komunikasi, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang lebih
efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, adopsi e-government di berbagai negara, termasuk Indonesia,
menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas
layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, e-government
tidak hanya mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses administrasi, tetapi
juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat partisipasi publik. Contoh
sukses dari negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Korea Selatan menginspirasi
implementasi serupa di Indonesia, di mana inisiatif seperti SPBE dan berbagai aplikasi
digital terus dikembangkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan tata kelola
pemerintahan. Melalui upaya ini, e-government berperan penting dalam membangun
hubungan yang lebih efektif dan responsif antara pemerintah dan masyarakat,
mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun adopsi e-government telah menjadi subjek penelitian yang luas di banyak
negara, terdapat research gap signifikan dalam kajian yang secara spesifik mendiskusikan
implementasinya di Indonesia. Kebanyakan penelitian saat ini berfokus pada negara-
negara yang telah lebih dahulu sukses menerapkan e-government, seperti Estonia,
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Singapura, dan Korea Selatan. Sementara itu, studi yang mendalam dan komprehensif
mengenai kasus Indonesia masih terbatas, terutama dalam konteks pemahaman terhadap
dokumen-dokumen publikasi terbaru dan analisis implementasi lokal. Kesenjangan ini
menunjukkan kebutuhan akan penelitian yang lebih fokus pada upaya adopsi e-
government di Indonesia, guna menyediakan wawasan yang lebih spesifik dan relevan bagi
pengembangan kebijakan serta praktik di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
implementasi e-government di Indonesia dengan penekanan khusus pada analisis
dokumen-dokumen publikasi yang relevan. Melalui pendekatan analisis bibliometrik,
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan tema penelitian terkait e-
government di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami
dampak implementasi e-government pada pengembangan kajian administrasi publik,
dengan harapan memberikan wawasan yang mendalam bagi pemangku kepentingan
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis bibliometrik,
dengan fokus pada evaluasi literatur terkait e-government di Indonesia. Sumber data utama
yang digunakan berasal dari database Scopus, di mana pencarian dilakukan menggunakan
kata kunci "E-government” dan "Indonesia" pada judul dokumen. Dari hasil pencarian
tersebut, ditemukan sebanyak 93 dokumen yang relevan. Dokumen-dokumen ini
mencakup berbagai jenis publikasi seperti artikel jurnal, konferensi, dan makalah teknis
yang menyediakan informasi komprehensif mengenai berbagai aspek e-government di
Indonesia.

Data yang telah dikumpulkan dipindahkan ke dalam alat analisis Vosviewer untuk
pemetaan dan visualisasi jaringan penelitian. Vosviewer digunakan untuk mengidentifikasi
tren penelitian, hubungan antara berbagai topik, serta kolaborasi antara peneliti dan
institusi. Dengan menggunakan analisis bibliometrik ini, penelitian dapat mengungkapkan
pola distribusi pengetahuan, topik yang paling banyak diteliti, dan gap penelitian yang
masih ada (Malik et al.,, 2023). Hasil analisis ini memberikan wawasan berharga bagi
pengembangan strategi e-government yang lebih efektif dan efisien di Indonesia, serta
memandu penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Hasil dan Pembahasan

Mengetahui evolusi penelitian terkait e-government di Indonesia berdasarkan
jumlah dokumen per tahunnya sangat penting untuk memahami perkembangan dan tren
dalam bidang ini. Adapun jumlah dokumen terkait berdasarkan tahun publikasinya dilihat
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Total dokumen terkait e-government di Indonesia berdasarkan tahun publikasinya.

Sumber: Scopus, 2024

Gambar 1 menunjukkan total dokumen terkait e-government di Indonesia
berdasarkan tahun publikasinya dari tahun 2006 hingga 2024. Dari data tersebut, terlihat
bahwa jumlah publikasi berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan peningkatan signifikan
dalam beberapa tahun terakhir. Puncak jumlah publikasi terjadi pada tahun 2022 dengan
12 dokumen, diikuti oleh tahun 2023 dengan 11 dokumen dan tahun 2021 serta 2020 masing-
masing dengan 10 dokumen. Terdapat penurunan jumlah publikasi pada tahun 2016 dan
2010 di mana tidak ada dokumen yang diterbitkan. Jumlah dokumen mulai menunjukkan
peningkatan konsisten sejak tahun 2017, mencerminkan minat yang meningkat terhadap
penelitian e-government di Indonesia. Data ini mengindikasikan tren naik dalam penelitian
e-government yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah dalam
mendorong digitalisasi layanan publik.

Review W 1
Book Chapter [l 5
Article  IEEEEGEG— 43

Conference Paper I 44

Gambar 2. Total dokumen terkait e-government di Indonesia berdasarkan jenis dokumen.

Sumber: Scopus, 2024

Gambar 2 menggambarkan distribusi jenis dokumen terkait e-government di
Indonesia, menyoroti dominasi conference papers dan articles dengan masing-masing 44 dan
43 dokumen. Kedua jenis ini mencerminkan fokus yang kuat pada penelitian dan
pembaruan dalam ranah e-government di Indonesia. Selain itu, terdapat juga lima book
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chapters yang mungkin mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih dalam, serta satu review
yang mungkin memberikan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada. Kombinasi
berbagai jenis dokumen ini menawarkan wawasan yang kaya dan mendalam terhadap
perkembangan dan diskusi seputar e-government di Indonesia.

Dari analisis data yang disajikan dalam Gambar 1 dan Gambar 2, dapat disimpulkan
bahwa penelitian terkait e-government di Indonesia telah mengalami evolusi yang
signifikan selama beberapa tahun terakhir. Gambar 1 menunjukkan adanya peningkatan
yang konsisten dalam jumlah publikasi terkait e-government sejak tahun 2017,
mencerminkan minat yang meningkat dalam penelitian ini. Selain itu, Gambar 2
menggambarkan dominasi conference papers dan articles dalam literatur e-government,
menyoroti fokus yang kuat pada penelitian dan pembaruan dalam ranah ini. Kedua
gambaran ini menunjukkan tren positif dalam pengembangan dan pemahaman e-
government di Indonesia, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan dukungan
kebijakan pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Hal ini
menggarisbawahi pentingnya penelitian dan pengembangan terus-menerus dalam
memperkuat infrastruktur e-government dan meningkatkan kualitas layanan publik di
Indonesia.

Selain itu, evolusi diskusi seputar e-government di Indonesia juga dipengaruhi oleh
jumlah sitasi dominan. Dokumen yang sering disitasi menandakan pentingnya dan
relevansinya dalam literatur atau penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu. Sitasi
yang tinggi dapat menunjukkan bahwa dokumen tersebut memberikan kontribusi
signifikan terhadap pemahaman, teori, atau praktik dalam bidang yang relevan
(Baharuddin, Nurmandi, et al., 2022; Haris et al., 2023; Karinda et al., 2024). Adapun
dokumen dengan sitasi tertinggi dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Total dokumen terkait e-government di Indonesia yang dominan disitasi.
Judul Tahun Sitasi
E-government challenges and the role of political leadership in 2008 85
Indonesia: The case of Sragen

Perspectives of citizens towards e-government in Thailand and 2008 55
Indonesia: A multigroup analysis

The critical factors affecting e-government adoption in indonesia: A 2017 48
conceptual framework

Enhancing the implementation of e-Government in indonesia through 2006 48

the high-quality of virtual community and knowledge portal
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Judul Tahun Sitasi
Investigating the influence of transparency on the adoption of e- 2020 32
Government in Indonesia

Sumber: Scopus, 2024

Temuan utama dalam studi pertama adalah bahwa kepemimpinan politik yang kuat
memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan e-government di Indonesia,
khususnya di daerah pedesaan seperti Sragen. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun
Indonesia secara keseluruhan mengalami kesenjangan besar dalam implementasi e-
government antar kabupaten, keberhasilan Sragen dalam menerapkan e-government secara
efektif menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan politik yang kuat, tantangan dalam
pengelolaan, infrastruktur, dan faktor manusia dapat diatasi (Furuholt & Wahid, 2008).
Temuan ini menggambarkan pentingnya dukungan politik dalam mendorong inovasi dan
perkembangan e-government di seluruh Indonesia, dengan memperhatikan contoh
kesuksesan seperti yang terjadi di Sragen untuk diadopsi dan diadaptasi di tempat lain.

Temuan utama dalam studi kedua adalah bahwa meskipun Thailand dan Indonesia
sama-sama masih dalam tahap awal implementasi e-government, perspektif warga negara
terhadap e-government memiliki perbedaan yang signifikan antara kedua negara tersebut.
Salah satu perbedaan kunci adalah bahwa di Thailand, pentingnya layanan transaksi
keuangan secara negatif berkaitan dengan identifikasi warga dengan situs e-government,
sedangkan di Indonesia hubungan ini tidak signifikan (Mirchandani et al., 2008). Temuan
ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah kedua negara untuk merencanakan
layanan e-government yang lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan warganya. Dalam
konteks Indonesia, pemahaman ini memperlihatkan bahwa prioritas layanan e-government
dapat berbeda dari negara lain, dan pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk
meningkatkan kesesuaian dan efektivitas layanan e-government di masa depan.

Temuan utama dalam studi ketiga adalah identifikasi faktor-faktor kritis yang
memengaruhi adopsi e-government di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa aspek
teknologi, tata kelola, dan sosial menjadi hal-hal penting yang harus dipertimbangkan
dengan cermat dalam mengadopsi e-government. Dengan menggunakan teknik
bibliometrik, studi ini menyelidiki berbagai sumber untuk menyusun analisis yang
komprehensif. Beberapa variabel dependen seperti kualitas informasi, kepercayaan, dan
kualitas sistem juga diintegrasikan dengan konstruk teori penerimaan dan penggunaan
teknologi yang terpadu sebagai variabel yang memengaruhi adopsi e-government.
Hasilnya, studi ini merumuskan kerangka konseptual berdasarkan pengalaman yang ada
dan hubungan-hubungannya (Witarsyah et al., 2017). Temuan ini memberikan pandangan
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yang berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi e-government yang
lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan
yang lebih baik dalam mendukung inovasi teknologi di sektor pemerintahan.

Penelitian keempat menyoroti bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Indonesia
dalam mengimplementasikan e-government terutama disebabkan oleh kurangnya
infrastruktur dasar, penetrasi komputer, kebijakan, dan regulasi, serta kekurangan
kepemimpinan dalam e-government. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini
mengusulkan pembentukan komunitas virtual dan portal pengetahuan sebagai solusi.
Komunitas virtual tersebut diharapkan dapat meningkatkan proses berbagi pengetahuan
dan transfer informasi antar pemangku kepentingan, sehingga menciptakan lingkungan
virtual yang berkualitas tinggi (Pamoragung et al., 2006). Rangkaian konsep e-government
dan manajemen pengetahuan yang diusulkan dapat membantu pemerintah Indonesia
dalam memperbaiki infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan akses masyarakat
terhadap layanan e-government, serta memperkuat kerangka regulasi yang mendukung
inovasi dan pertukaran pengetahuan.

Dokumen kelima menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh
sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan transparansi adalah faktor-faktor kritis dalam
mengevaluasi adopsi e-government oleh warga negara di Indonesia. Selain itu, transparansi
ditemukan sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan warga negara
Indonesia untuk mengadopsi e-government. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah
memberikan saran kepada Pemerintah Indonesia tentang bagaimana adopsi e-government
dapat ditingkatkan, sambil memperluas penggunaan model UTAUT dengan faktor
transparansi yang vital dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia (Sabani, 2020).
Studi ini memberikan kontribusi signifikan sebagai studi pertama yang memperluas dan
menguji model UTAUT dengan transparansi dalam mengevaluasi adopsi e-government
dari sudut pandang warga negara di Indonesia, menyoroti pentingnya transparansi dalam
pemahaman adopsi e-government dalam konteks tersebut.

Secara keseluruhan, temuan dari studi-studi tersebut menyoroti beberapa aspek
kunci yang relevan dalam konteks implementasi e-government di Indonesia. Pertama,
pentingnya kepemimpinan politik yang kuat terbukti menjadi faktor kunci dalam
mengatasi tantangan e-government, terutama di daerah pedesaan seperti Sragen. Kedua,
pemahaman akan perbedaan perspektif warga negara terhadap e-government antara
Thailand dan Indonesia menekankan pentingnya penyesuaian layanan e-government
dengan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, identifikasi faktor-faktor
kritis yang mempengaruhi adopsi e-government, seperti aspek teknologi, tata kelola, dan
sosial, memberikan panduan bagi pemerintah Indonesia dalam merancang strategi e-
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government yang lebih efektif. Keempat, penekanan pada pentingnya transparansi dalam
adopsi e-government menyoroti perlunya peningkatan transparansi dalam proses
pemerintahan di Indonesia. Implikasi praktis dari temuan-temuan ini adalah bahwa
pemerintah Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut dalam merencanakan,
mengimplementasikan, dan mengelola program e-government agar dapat mencapai
keberhasilan yang optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi
pemerintahan secara keseluruhan.

Temuan-temuan dari studi-studi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan
dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait implementasi e-
government di Indonesia. Pertama, penekanan pada pentingnya kepemimpinan politik
yang kuat menyoroti perlunya pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik lokal
dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan e-government. Kedua, pemahaman akan
perbedaan perspektif warga negara antara Thailand dan Indonesia menunjukkan bahwa
pengembangan layanan e-government harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan
kebutuhan masyarakat setempat agar lebih efektif. Ketiga, identifikasi faktor-faktor kritis
yang mempengaruhi adopsi e-government, seperti aspek teknologi, tata kelola, dan sosial,
memberikan landasan bagi pengembangan strategi e-government yang lebih holistik dan
berkelanjutan. Keempat, penekanan pada transparansi dalam adopsi e-government
menyoroti pentingnya akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.
Dengan demikian, temuan-temuan ini memberikan panduan yang berharga bagi penelitian
dan praktik administrasi publik di Indonesia dalam merencanakan, mengimplementasikan,
dan mengelola program e-government guna meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi
pemerintahan secara keseluruhan.
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Gambar 3. Tema penelitian terkait e-government di Indonesia.

Sumber: Diolah peneliti dengan Vosviewer, 2024

Gambar 3 menggambarkan beragam tema penelitian terkait e-government di
Indonesia, di antaranya adalah e-government implementation (implementasi e-government)
dan government website (Situs web pemerintah). Meskipun tema-tema lainnya telah
mendapat perhatian yang cukup, implementasi e-government masih memerlukan kajian
mendalam karena terbatasnya diskusi yang terfokus pada topik ini. Hal ini menunjukkan
bahwa masih ada ruang untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam
memahami tantangan, strategi, dan dampak dari implementasi e-government di Indonesia.
Dengan mengarahkan perhatian lebih lanjut pada tema ini, penelitian selanjutnya dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur e-government
dan meningkatkan efektivitas layanan publik di Indonesia.

Implementasi e-government merupakan tahap kritis dalam transformasi digital
pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas
layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Proses
implementasi ini melibatkan berbagai langkah, termasuk perancangan infrastruktur
teknologi yang memadai, pengembangan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan
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masyarakat, serta pengaturan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, implementasi e-government sering kali
dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, termasuk kurangnya dana dan
sumber daya manusia yang terampil, resistensi terhadap perubahan dari pihak internal
pemerintah, serta ketidakmampuan untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap
layanan yang lebih cepat dan efisien (Abdurahman & Kabanda, 2024; Koniyo et al., 2023;
Terrance, 2023).

Salah satu komponen utama dari e-government adalah website pemerintah, yang
menjadi titik akses utama bagi warga negara untuk mendapatkan informasi, layanan, dan
berinteraksi dengan pemerintah secara online (Faizin et al., 2024; Ramadhani et al., 2024).
Melalui website pemerintah, individu dapat mengakses informasi tentang kebijakan,
program, dan layanan pemerintah, serta melakukan transaksi online seperti pembayaran
pajak, pendaftaran perizinan, dan pengajuan dokumen. Dengan demikian, website
pemerintah merupakan salah satu alat utama dalam transformasi digital pemerintahan
yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, keberhasilan implementasi e-government juga sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor non-teknis, seperti dukungan politik yang kuat, keterlibatan aktif dari
pemangku kepentingan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan
privasi data mereka (Feleke & Lessa, 2023; Ibrahim et al., 2023; Kumar et al., 2023). Oleh
karena itu, strategi implementasi e-government yang berhasil harus memperhatikan aspek-
aspek teknis dan non-teknis secara holistik. Di Indonesia, upaya untuk
mengimplementasikan e-government telah mengalami perkembangan yang signifikan
dalam beberapa tahun terakhir, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal
koordinasi antarlembaga, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan-layanan digital
pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implementasi e-
government menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital
pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan dan membawa manfaat yang nyata bagi
masyarakat secara luas.

Simpulan

Dari analisis terhadap perkembangan penelitian terkait e-government di Indonesia,
dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, terjadi evolusi yang signifikan
dalam minat dan fokus pada topik ini. Penelitian terkait e-government di Indonesia
mengalami pertumbuhan yang konsisten, mencerminkan minat yang meningkat dalam
memahami dan meningkatkan implementasi e-government di negara ini. Fokus utama
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penelitian ini adalah pada penelitian dan pembaruan dalam ranah e-government, yang
menandakan upaya untuk terus memperkuat infrastruktur e-government dan
meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dan
pengembangan terus-menerus dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk menghadapi
tantangan dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan transformasi digital
pemerintahan.

Temuan studi ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan politik dan
penyesuaian layanan e-government dengan harapan masyarakat sebagai faktor kunci
dalam implementasi e-government di Indonesia, sementara identifikasi faktor kritis seperti
aspek teknologi dan transparansi memberikan panduan bagi pemerintah dalam merancang
strategi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk
memperhatikan aspek-aspek ini dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi
pemerintahan. Adapun tema penelitian yaitu implementasi e-government dan situs website
pemerintah tetap menjadi fokus penting dalam penelitian terkait e-government di
Indonesia. Meskipun telah ada beberapa perhatian pada topik ini, masih ada kebutuhan
akan kajian mendalam wuntuk memahami tantangan, strategi, dan dampak dari
implementasi e-government secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat infrastruktur
e-government dan meningkatkan efektivitas layanan publik di Indonesia dengan
mengarahkan perhatian lebih lanjut pada tema ini.
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